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Abstract: The purpose of this article is to determine the urgency of providing national maize
reserves in Indonesia. The writing of this article uses the normative juridical method by
looking for legal regulations to answer the problems faced. This article uses data obtained from
various primary legal sources and secondary legal sources to carry out an analysis obtained
from the Perpu, literation, data, and related files as well as tertiary legal sources to facilitate the
analysis of primary and secondary legal sources. The result of this research is to solve the
problem of maize scarcity in the future, the government needs to reform the national corn data
in the form of demand data and production data. Itis hoped that the strengthening of coordination
between the Ministry of Agriculture and the Central Bureau of Statistics can answer this problem.
Accurate data is the key to planning a policy accompanied by adequate mitigation.

Abstrak: Tujuandari artikel ini adalah mengetahui urgensi penyediaan cadangan jagung nasional
di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mencari peraturan
hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapkan. Artikel ini memakai data yang terdapat
dari berbagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk melakukan analisis yang
didapat dari Perpu, literasi, data, dan berkasterkait dan juga sumber hukum tersier untuk mem-
permudah analisis sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu untuk mengatasi
permasal ahan kelangkaan jagung di masa mendatang, maka pemerintah perlu untuk melakukan
pembenahan data jagung nasional yang berupa data kebutuhan dan data produksi. Penguatan
koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik diharapkan dapat menjawab
permasalahan ini. Data yang akurat menjadi kunci untuk merencanakan suatu kebijakan disertai

dengan mitigasi yang memadai.
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PENDAHULUAN

Konsideran Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan tel ah menyebutkan
bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar
manus ayang paing utamadan pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asas setiap rakyat
Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia
secaracukup, aman, bermutu, bergizi, dan be-
ragam dengan hargayang terjangkau oleh daya
beli masyarakat, sertatidak bertentangan dengan
agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
Penyel enggaraan pangan dilakukan untuk me-
menuhi kebutuhan dasar manusiayang memberi
manfaat secaraadil, merata, dan berkelanjutan
dengan berdasarkan pada K edaul atan Pangan,
K emandirian Pangan, dan K etahanan Pangan.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin
ketersediaan pangan nasiona dengan menetap-
kan kebijakan-kebijakan di sektor pangan. Ama:
nat Pasal 14 UU Pangan menyebutkan bahwa
sumber penyediaan Pangan ada ah berasa dari

49

produksi pangan dalam negeri dan Cadangan

Pangan Nasional. UU Pangan memberikan pe-

doman bahwaddamrangkamemenuhi konsums

Pangan rakyat yang mengutamakan produksi

dalam negeri, makabegaraperlu memperhatikan

setidaknya3 (tiga) hal pokok yaitu:

1. Ketersediaan pangan yang berbasis pada
pemanfaatan sumber dayaloka secaraopti-
md;

2. Keterjangkauan pangan dari aspek fisk dan
ekonomi sduruh masyarakat;

3. Pemanfaatan pangan atau konsums pangan
dangizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Definisi ketahanan pangan menurut UU
Pangan adalah kondig terpenuhinyaPangan bagi
negarasampal dengan perseorangan, yang ter-
cermindari tersedianyaPangan yang cukup, baik
jumlahmaupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau sertatidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budayamasya-
rakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan pro-
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duktif secaraberkelanjutan. Berkaitan dengan

hal tersebut, Sumardjo berpendapat terdapat

beberapa prinsip yang terkait, baik langsung
maupun tidak langsung terhadap ketahanan
pangan (food security) yang harusdiperhatikan

(Purwanings h, 2008):

1. Rumah tangga sebagal unit perhatian ter-
penting pemenuhan kebutuhan pangan na-
siona maupunkomunitasdanindividu.

2. Kewgjiban negarauntuk menjamin hak atas
pangan setiap warganyayang terhimpun da-
lam satuan masyarakat terkecil untuk man-
dapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.

3. Ketersediaan pangan mencakup aspek keter-
cukupan jumlah pangan (food sufficiency)
dan terjamin mutunya (food quality).

4. Produks pangan yang sangat menentukan
jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses
menghad lkan, menyigpkan, mengolah, mem-
buat, mengawetkan, mengemaskembali dan
atau mengubah bentuk pangan.

5. Mutu pangan yang nulainyaditentukan atas
dasar kriteriakeamanan pangan, kandungan
gizi dan standar perdagangan terhadap bahan
makanan dan minuman.

6. Keamanan pangan adaah kondis dan upaya
yang di perl ukan untuk mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimiadan
bendalain yang dapat mengganggu, merugi-
kan dan membahayakan manusia

7. Kemerataan pangan merupakan dimensi
penting keadilan pangan bagi masrakat yang
ukurannya sangat ditentukan oleh dergjat
kemampuan negara dalam menjamin hak
panganwarganegarameldui Ssemdistribus
produksi pangan yang dikembangkannya.
Sistem ini mengamanatkan sistem pangan
nasiond harusmampu menjamin hak pangan
bagi setiap rumah tanggatanpaterkecuali.

8. Keterjangkauan pangan mempresentasikan
kesamaan dergat keleluasaan akses dan
kontrol yang dimiliki oleh setigp rumah tangga
ddam memenuhi hak pangan mereka.

Presiden Joko Widodo dalam program
kerjanyadi periode pertamapemerintahannya
menargetkan terci ptanyaswasembada pangan
dalam waktu 3 (tiga) tahun. Namun sampai
dengan akhir periode pemerintahannya yang

pertama dalam kurun waktu tahun 2014 s.d.
2019, cita-cita swasembada pangan tersebut
tidak benar-benar terwujud.

Dalam mel aksanakan upaya swasembada
pangan tersebut, K ementerian Pertanian pada
erapemerintahan Presiden Jokowi yang pertama
memiliki program upayakhusus (upsus) swa-
sembada pangan 2015-2017 dengan berfokus
pada tiga komoditas yakni padi, jagung dan
kedela (pgae). Namun, pel aksanaan upsusini
tidak terld u berjdanlancar danterkesan sagnan.

Terkait dengan upaya khusus dimaksud,
untuk komoditasjagung, sgak tahun 2015 terjadi
kelangkaan jagung pada setiap akhir tahun
menjelang masapanen. Puncak dari kelangkaan
tersebut terjadi di tahun 2018 dimana harga
jagung untuk kebutuhan pakan ternak padabulan
Oktober s.d. Desember 2018 mencapal Rp
6000,-/kgjauh di atasHET yang hanyasebesar
Rp4.000,-/kg.

Undang-Undang Pangan sebenarnyame-
ngamanatkan adanyasuatu Cadangan Pangan
Nas ond gunamewuj udkan K edaul atan Pangan,
K emnadirian Pangan, dan K etahanan Pangan.
Cadangan Pangan Nasiond ini bertujuan untuk
mengantisipas kekurangan ketersediaan pangan;
kel ebihan ketersediaan pangan; gejolak harga
pangan; dan/atau keadaan darurat. Implementas
cadangan pangan pemerintah sampal saat ini
hanyaterbatas padakomoditas padi (beras).

Perum BUL OG sebagal BUMN yang me-
nyelenggarakan usahal ogistik pangan diberikan
amanat untuk menjagaketersediaan pangan dan
stabilisas hargapangan padatingkat konsumen
dan produsen untuk jenispangan pokok meliputi
beras, jagung dan kedelai sebagaimana di-
amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2016 tentang Penugasan K epada Perum
BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan
Nasiond. Untuk menjagaketersediaan dan sta-
bilisas hargapangan pokok, salah satu langkah
yang diamanatkan kepada Perum BULOG
add ah mdakukan penged olaan cadangan pangan
pemerintah. Namun sampal saat ini, pemerintah
tidak jugamel aksanakan amanat dari perangkat
aturan yang dibuatnya. Cadangan pangan pe-
merintah sampai saat ini hanyauntuk komoditas
beras. Padahal urgensi penyediaan cadangan
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pangan pokok yang meliputi beras, jagung, dan
kedelal dapat menjadi solusi dari kelangkaan
komoditasyang seringkali terjadi.

METODE

Riset ini akan memaka metode yang
bersumber dari hukum normetif. Pencarian dari
sumber hukum normatif merupakan penggabu-
ngan berbagai sumber yang tujuannya untuk
mencari peraturan hukum, pernyataan hukum,
ataupun suatu gjaran hukum yang bertujuan
memberi jawaban suatu masalah hukum yang
akan dihadapkan (Marzuki, 2008). Riset hukum
normatif bertujuan memberi hasil argumentas,
teori atau konsep baru untuk menggambarkan
dalam penyel esaian permasal ahan yang akan
dihadapkan (Achmad dan Fajar, 2010). Riset
peneliti ini memakal datayang terdapat dari ber-
baga sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder untuk melakukan analisisyang didapat
dari Perpu, literasi, data, dan berkasterkait dan
jugasumber hukumtersier untuk mempermudah
analisissumber hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgens Pembenahan Data Jagung Nasional
Untuk M engatasi Kelangkaan Jagung
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan tel ah mengamanatkan negara
untuk mengadakan suatu Cadangan Pangan
Nasiond dengan tujuan mewujudkan Kedaulatan
Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan
Pangan. Berkaitan dengan itu, Peraturan Pre-
siden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan
Kepada Perum BULOG dalam rangka Ke-
tahanan Pangan Nasional memberikan tugas
kepada Perum BUL OG untuk menjagaketerse-
diaan pangan dan stabilisas hargapangan pada
tingkat konsumen dan produsen untuk jenispa
ngan pokok meliputi beras, jagung dan keddlai.
Namun, hinggasaet ini pemerintah hanyamemiliki
Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas
beras, tidak untuk jagung dan kedelai.
Padabulan Oktober s.d. Desember 2018,
diketahui terjadi kel angkaan jagung padadaerah-
daerah sentra peternakan rakyat seperti Jawa
Tengah dan JawaTimur. Hargajagung saat itu
mencapai Rp6.000,-/kg sangat jauh dari HET

jagung yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Penetapan HargaA cuan Pembdian di Petani dan
HargaA cuan Penjualan di Konsumen sebesar
Rp4.000,-/kg.

Bahwadengan adanyakd angkaan dimaksud,
pemerintah melaui Rapat Koordinas Terbatas
di Kementerian Koordinator Perekonomian
pada bulan November 2018 kemudian me-
mutuskan untuk me akukanimpor jagung sebesar
100 ributon. Impor ini dilakukan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pakan bagi peternakan
ayam sakyat skaakecil, khususnyaayam petelur
yang mengaami kondis kritiskarenakurangnya
supla jagung. Keputusanimpor padaakhir tahun
2018, kemudian dilanjutkan dengan tambahan
kuotaimpor jagung sebesar 30 ribu ton pada
bulan Januari 2019 dan sdlanjutnyapenambahan
kuotaimpor kembali berdasarkan keputusan
rapat di |stanaNegarapadatanggal 24 Januari
2019 dengan tambahan sebesar 150 ribu ton.

Terkait dengan keputusan impor jagung
dimaksud, Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui
tidek lagi merilisdataproduks jagung sgak tahun
2016.” Adanyaimpor jagung oleh pemerintah
berbanding terbalik denganrilisdari Kemente-
rian Pertanian yang menyatakan bahwa ber-
dasarkan data Kementerian, produksi jagung
nasond mengalami surplus.

Carut-marutnya pengel ol aan pangan peme-
rintahini tidak akan terjadi apabilapemerintah
memiliki datamengena kebutuhan dan produks
bahan pangan yang proper. Kebutuhan akan
data yang aktual dan sesual dengan metode
Satistikayang tepat adal ah kunci dari keputusan
apakah impor perlu dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pangan nasional. Impor pangan
sebenarnya sah dilakukan dalam hal sumber
penyediaan Pangan dalam negeri dan Cadangan
PanganNas ond belum mencukupi sebagaimana
amanat yang terkandung dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan.

Pernyataan dari BPSyang menyatakan tidak
lagi merilis data produksi jagung sgjak 2016
menunjukan kurangnya koordinasi antara
K ementerian Pertanian salaku penanggungjawab
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data sektoral dengan BPS selaku pengampu
kebijakanterkait datadi Indonesia.

Berkaca pada kondisi yang terjadi pada
tahun 2018 hinggaawal 2019 dimanapeternak
rakyat mengalami kebutuhan yang mendesak
akan jagung karenaadanyakelangkaan maka
kedepan perlu adanyapenguatan dan koordinas
antaraK ementerian Pertanian dengan BPS untuk
melakukan supervis atas penyusunan datake-
butuhan dan produksi jagung nasiona agar
apabiladiketahui adanyapotensi kelangkaan
jagung di masadepan, keputusan dan mitigas
yang dilakukan dapat tepat dan akurat.

Kewajiban Pemerintah dalam Menjamin
Ketersediaan Pakan Ternak melalui
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Sistem ketahanan pangan merupakan suatu
ssemyangterintegras yangterdiri dari berbaga
subs stem, yang mencakup ketersedi aan pangan,
keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi
pangan. Terwujudnyaketahanan pangan meru-
pakan sinergi atasinteraksi ketiga subsistem
tersebut. Subsistem keterjangkauan pangan
mencakup aspek pengel olaan cadangan pangan.
Aspek cadangan pangan menjadi salah satu
komponen penting yang dapat berfungs untuk
menjagakesaimbangan antaraproduks dengan
kebutuhan, sertamengantisipas kemungkinan
terjadinya kekurangan pangan yang bersifat
sementara (tranden) yang disebabkan gangguan
atauterhentinyapasokan bahan pangan, misdnya
karenarusaknya prasaranadan saranatranspor-
tas akibat bencanaaam, bencana sosial dan
kondig kemanusiaanlannya.

Dalam rangka mewujudkan K edaul atan,
K emandirian dan K etahanan Pangan, pemerintah
diamanatkan untuk menetapkan Cadangan
Pangan Nasional. Berdasarkan Pasd 23 ayat (2)
huruf a, salah satu komponen Cadangan Pangan
Nasional adalah berupa Cadangan Pangan
Pemerintah. Cadangan Pangan Pemerintah
sendiri bersumber dari Produksi Pangan dalam
negeri.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Pangan, penya uran Cadangan Pangan Pemerin-
tah dimaksudkan untuk menanggulangi dian-

taranya: kekurangan Pangan; gegjolak harga

Pangan; bencanaa am; bencanasosd; dan/atau

menghadapi keadaan darurat. Dalam melak-

sanakan pengel ol aan Cadangan Pangan Peme-
rintah, pemerintah menugaskan lembagapeme-
rintah yang bergerak di bidang Pangan.

Bahwaterkait dengan pengel olaan Cada-
ngan Pangan Pemerintah, terdapat Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penugasan K epada Perusahaan Umum (Perum)
BULOG Dalam Rangka K etahanan Pangan
Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 48
Tahun 2016 dimaksud, dalam melaksanakan
penugasan dari pemerintah dalam rangkamen-
jagaketersediaan pangan dan stabilisas harga
pangan padatingkat konsumen dan produsen
untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan
keddal, Perum BULOG mel akukan:

a. pengamanan hargapangan ditingkat produsen
dan konsumen,

b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;

c. penyediaan dan pendistribusian pangan;

d. pelaksanaan impor pangan dalam rangka
pel aksanaan tugas sebagai mana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

e. pengembanganindustri berbas spangan; dan

f.  pengembangan pergudangan pangan.

Bahwa sal ah satu amanat dalam Perpres
Nomor 48 Tahun 2016 tersebut adalah Perum
BULOG ditugaskan untuk mel akukan penge-
|olaCadangan Pangan Pemerintah untuk 3 (tiga)
jeniskomoditas pokok yaitu beras, jagung, dan
keddlal. Sampal dengan saat ini masi h terdapat
kenda ada am pemenuhan ketersediaan jagung
bagi peternak rakyat.

Pertama, |okasi sentraproduks jagung yang
dikembangkan pemerintah beradadi luar Pulau
Jawakarenaadanyaketerbatasan lahan di Pulau
Jawa, sementarauntuk sentraproduks jagung
yang adadi Pulau Jawa, peternak kesulitan untuk
bersaing mendapatkan pakan jagung dengan
Perusahaan Pakan Ternak yang memiliki sumber
dayafinansial memadai. Lokas sentrapeter-
nakan rakyat sendiri khususnyaayam petelur
didomined di daerah JavaTengah den JawaTimur
sehinggaterjadi ketidaksesuaian antarasentra
produksi jagung dengan sentrapeternakan.
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Kedua, Perum BULOG belum memiliki
sistem mangj emen stok untuk kebutuhan Cada-
ngan Pangan Pemerintah untuk komoditassdan
beras. Sebagaimanadijelaskan di atas, Perum
BUL OG diamanahkan secaramandatori oleh
Perpres Nomor 48 Tahun 2016 untuk menjaga
ketersediaan dan stabilitashargadari tidakomo-
ditasyaitu beras, jagung, dan kedelai. Namun,
belum terdapat kebijakan pendamping untuk
komoditasjagung dan kedelai. K ebijakan pen-
damping tersebut adal ah selayaknyayang ada
dalam komoditas beras. Padakomoditas beras
terlah terdapat Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang
Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk
Stabilisas Harga Kebijakan semacam ini dapat
digunakan sebagai dasar dan mekanisme untuk
pendistribusian cadangan beras pemerintah
dalam hdl terjadi kelangkaan atau lonjakan harga
Hal yang samakiranya perlu dilakukan pada
komoditasjagung dan keddal.

K edepan, Perum BUL OG telah mengemba
ngkan fasilitas persedian jagung pada pusat-
pusat produks jagung di Indonesiadiantaranya
JawaTimur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Go-
rontalo. Namun, demikian penting kiranyaPerum
BULOG dan Kementerian Pertanian untuk
menyiapkan aturan-aturan pendamping untuk
memfasilitas peran Perum BULOG ddamme-
lakukan upayapemenuhan ketersedi aan pangan
khususnyajagung di masamendatang.

Upaya lain yang harus dilakukan untuk
mengatasi kelangkaan jagung adalah dengan
membangun Cadangan Pangan Pemerintah se-
caramenyel uruh sesual amanat PerpresNomor
48 Tahun 2016, tidak hanyauntuk komoditas
beras sgja, namun jugakomoditasjagung dan
kedelal. Dengan adanya cadangan jagung na-
sional, dapat menjadi alternatif solus apabila
terjadi kelangkaan di masamendatang. Selain
itu, perlu untuk menyusun aturan pendamping
yang mengatur pendistribusian cadangan jagung
pemerintah gpabilatel ah dilaksanakan

SIMPULAN

Undang-Undang Pangan mengamanatkan
bahwapemenuhan pangan merupakan suatu hak
asasi setiap rakyat Indonesia, sehinggasudah

menjadi kewgjiban pemerintah lah untuk men-
jagaketersediaan pangan secaracukup, aman,
bermutu, bergizi dan beragam dengan hargayang
terjangkau bagi seluruhrakyat Indonesia. Jagung
sebagal salah satu komoditas pokok yang
berhubungan dengan ketersediaan daging ayam
bagi rakyat harus mendapat perhatian lebih dari
pemerintah.

Pembenahan databaik produks dan kebu-
tuhan jagung khususnyadan data pangan pada
umumnyaoleh Kementerian Pertanian merupa:
kan sal ah satu upayauntuk melakukan mitigas
kebijakan pangan yang tepat di masamendatang.
Penguatan koordinasi dengan Badan Pusat
Statistik dapat menjadi solusi untuk melakukan
pembenahan data agar didapatkan data yang
akurat, mutakhir dan sesua dengan metodologi
keilmuan. Datayang baik dapat digunakan se-
bagai dasar penentuan kebijakan yang tepat dan
efisienkedepan.

Selanjutnya pemerintah perlu untuk men-
jaankan amanat Undang-Undang Pangan dan
Perpres Nomor 48 Tahun 2016 mengenai
penyediaan dan pengel ol aan Cadangan Pangan
Pemerintah. Belum terdapat aturan danimple-
mentas yang memadal untuk komoditas pokok
selain beras yang diamantkan dalam Perpres,
yatukomoditasjagungdankedelal. Urgend dari
adanya Cadangan Pangan Pemerintah adalah
sebagal solus untuk menjagaketersediaanjagung
yang selamaini masih menggunakan mekanisme
importasi sebagai aternatif apabila pasokan
jagung tidak memenuhi kebutuhan.

DAFTAR RUJUKAN

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Yogyakarta: PustakaPelgar.

Apriyantono, Anton. 2006. K ebijakan Strategis
Pembangunan K etahanan Pangan Nasiond.
Naskah Pidato pada Dies Natalis ke XX
dan Wisuda SarjanaUnivertasidam Darul
Ulum. Lamongan JawaTimur. 9 Desember
2006.

Ariani, Mewadan Tri Bastuti Purwantini. 2005.
AnalissKonsums Pangan Rumah Tangga
Pasca Krisis Ekonomi di Propoinsi Jawa



54 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1, Maret 2021, him. 1-62

Barat. Bogor: Puditbang Sosia Ekonomi
Pertanian

Daerobi, Akhmad, Heri Sulistyo Jati, Tetuko
Rawidyo Putro. 2006. “Impact of
Agricultura Sector on Poverty Alleviation:
Conceptua Framework with Empirical
Evidence Pre-Post Crisis (Case Study:
Central Java)”. Makalah dipresentasikan
padalndonesan Regiona SdenceAsodaion
(IRSA) International Seminar, 18-19
Agustus 2006, Md ang, JawaTimur.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian
Hukum, Jakarta: Kencana.

Yunastiti Purwaningsih. 2008. Ketahanan
Pangan: Situas, Permasaahan, K ebijakan,
dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1.

Yunastiti Purwaningsih, Slamet Hartono,
Masyhuri, J. H. Mulyo. 2010. PolaPengduaran
Pangan Menurut Tingkat K etahanan Pangan
Rumah Tangga di Jawa Tengah. Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No. 2



